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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perancanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 1076);

19. Peraturan....4



Menetapkan :

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Normor 7
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018
Nomeor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
EUPATI BUNGO NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAHAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo
diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:

defenisi;

pengakuan;

pengukuran;

penilaian;

penyajian; dan

peristiwa atau pengungkapan transaksi sesuai dengan

PSAP.

e a0 o

(4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemilihan....5






LAMPIRAN

PER PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. PENDAHULUAN
1.1, Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan adalah
untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap dan
penyusutan dan informasi relevan lainnya.

Akuntansi aset tetap dan penyusutan disusun untuk
memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan untuk keperluan pengendalian bagi
manajemen Pemerintah Kabupaten Bungo.

1.2. Ruang Lingkup

1.

Pernyataan  kebijakan ini  berlaku untuk  entitas
akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bungo yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan dacrah.

Kebijakan ini diterapkan dalam aset tetap dan penyusutan
dalam penyusunan Neraca.

Perlakuan akuntansi aset tetap dan penyusutan mencakup
definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian
/ pengungkapan.

I1. DEFINISI DAN KLASIFIKASI
I1.1. Definisi

1.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau
dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah
dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbatlan lain
yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

3. Nilai.... 2
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Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan

dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

(1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan,

(2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain
penggunaannya;

(3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset

Tetap Renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan

milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah

daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.

Karakteristik aset tetap lainnya sebagai berikut:

(1) Karakterisyik Buku/Bahan Pustaka

a. Memiliki halaman paling sedikit 49 halaman, tidak
termasuk kulit/ cover buku;

b. Merupakan buku bacaan seperti novel, majaiah,
kamus, cerita pendek, ensiklopedia dan/atau buku
bacaan dengan sebutan lainnya,

¢. Merupakan buku rujukan atau refrensi seperti
karya tulis ilmiah, buku peraturan, buku ilmiah
dan/atau dengan sebutan lainnya,;

d. Tidak termasuk buku yang dikhusukan untuk
digunakan dalam periode tertentu seperti buku
kurikulum (buku siswa, buku guru) dan/atau
sebutan lainnya;

e. Merupakan bagian dari koleksi dan dikelola pada
institusi yang membidangi perpustakaan dan
kearsipan; dan

f. Perolehan yang tidak memenuhi klasifikasi di atas
di akui sebagai beban dan/atau persediaan sesuai
dengan karakteristik, penggolongan dan
kodelikasinya.

(2) Karakteristik.... 3
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7)
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Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat
lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya,
sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk
ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan
diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap
lainnya.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan
atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya
dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal
transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

V1. PENYAJIAN.... 35






